
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 

2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU  
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA BATU, 

 
 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terdapatnya dinamika 

perubahan mutasi pegawai pada suatu  jabatan yang 

berpengaruh pada kelas dan nilai jabatan, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Batu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
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Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 6 

TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN 

NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas dan 

Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu, diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni 

ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

(1) Jabatan Pengawas di dalam Peta Jabatan 

terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan 

Fungsional dengan minimal kelas 7 diberikan 

kelas jabatan 9. 

(2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

persediaan pegawai pada Peta Jabatan. 

(3) Selain Jabatan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 

Kelas Jabatan 8. 

(4) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikecualikan pada unit kerja Kelurahan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Perubahan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan 

dilakukan apabila terdapat perubahan nama 

jabatan, faktor jabatan, kebutuhan jabatan, dan 

persediaan pegawai dan dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-perundangan. 

(2) Perubahan kebutuhan jabatan, persediaan 

pegawai, kelas jabatan, dan nilai jabatan 

sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui 

perubahan pada Peta Jabatan dan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah tentang 

Penempatan Pegawai Negeri Sipil. 

 

3. Di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 

ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

 

Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 2 

Januari 2020. 

 

4. Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

        Ditetapkan di Batu 

        pada tanggal 7  April 2020 
 

      WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

       DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 7 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 35/E 
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